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ABSTRAK 

 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  

PENGGELAPAN SERTIFIKAT  TANAH  

(Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) 

 

Oleh 

 

M. HAFIS NUGRAHA 

 

 Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan hak atas tanah ditingkat 

kepolisian, pada dasarnya lebih menekankan pada upaya damai antara kedua belah 

pihak yang berperkara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) 

Bagaimanakah Penegakan hukum tindak pidana penggelapan  sertifikat  tanah 

(Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)?; dan 2) Apa 

saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

penggelapan sertifikat tanah?. Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan 

metode empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Penegakan hukum tindak pidana penggelapan  sertifikat  tanah (Studi Perkara 

Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) telah dilaksanakan melalui 

proses penyelidikan dan penyidikan, dengan ketentuan hukum atas pelanggaran 

Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan hal 

ini sesuai dengan teori penegakkan hukum actual enforcement hanya saja hukuman 

yang diberikan tidak menimbulkan efek jera karena hanya 10 bulan dari seharunya 

paling lama 4 tahun, padahal pelaku tidak mengembalikan sertifikat tanah yang 

digelapkan atau digadaikan tersebut kepada pemilik dan 2) Faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan 

sertifikat tanah yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Sarana dan 

fasilitas yang belum sepenuhnya memadai, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan. 

 

 

Kata Kunci:     tindak pidana, penggelapan sertifikat  tanah  
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LAW ENFORCEMENT CRIMINAL  

MEASUREMENT OF EARTH CERTIFICATE 

(Case Study Number: LP / B-264 / XII / 2017 / Sumsel / Res. Banyuasin) 

 

By 

 

M. HAFIS NUGRAHA 

 

 Settlement of criminal cases of embezzlement of land rights at the police 

level basically emphasizes peace efforts between the two parties who are litigating. 

The formulation of the problem in this study is 1) How is the law enforcement 

criminal act of embezzling land certificates (Case Study Number: LP / B-264 / XII 

/ 2017 / Sumsel / Res. Banyuasin) ?; and 2) What are the factors that influence the 

enforcement of criminal law against the crime of embezzling land certificates? The 

research of writing this thesis using empirical methods. The data sources used in 

this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the 

study, the law enforcement of criminal acts of land certificate fraud (Case Study 

Number: LP / B-264 / XII / 2017 / Sumsel / Res. Banyuasin) has been carried out 

through a process of investigation and investigation, with legal provisions for 

violation of Article 372 of the Criminal Code with the threat of imprisonment of 4 

years in prison and this in accordance with the law enforcement law actually 

enforce only the punishment given does not cause a deterrent effect because it is 

only 10 months out of 4 years, whereas the offender does not return the certificate 

the land that is darkened or pawned to the owner and 2) Factors that influence the 

enforcement of criminal law against the crime of embezzlement of land certificates, 

namely their own legal factors, factors that enforce the law lack of members, 

facilities and facilities that are not fully adequate, community factors, cultural 

factors 

 

 

Keywords: crime, embezzlement of land certificates 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai jenis manusia, ada 

manusia yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Wajar bila selalu 

terjadi perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan 

masyarakat. Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau 

pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang maupun 

normanorma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan 

hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman, sebagai reaksi terhadap 

perbuatan yang melanggar peraturan hukum. Hukum merupakan seperangkat 

norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacammacam, tetapi tetap sebagai suatu 

kesatuan1 

 Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan 

aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa 

adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya 

Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan 

manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum. Dalam 

negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

                                                             
1 Taufik dan Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia 

Indonesia, Bogor, hlm. 139.  

1 
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Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletakpada 

kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa 

sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap 

tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-

undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa 

yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga 

negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan2 

 

 Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang 

kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Kejahatan 

yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, 

sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung 

masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan 

yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku 

didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan 

sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Pemahaman dari berbagai sisi 

yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan 

pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan 

peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran 

yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak 

pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk 

menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undangundang 

lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai 

perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan 

                                                             
 2 Suryono Sutarto, 2012, Hukum Acara Pidana, Undip, Semarang, hlm. 106.  
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menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai 

ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau 

bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan 

perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.3 

 Sengketa pertanahan atau yang obyeknya tanah dapat dipandang dalam 

tiga perspektif, yakni keperdataan, pidana dan administrasi. Dalam perspektif 

keperdataan dan pidana, sengketa pertanahan atau perkara pertanahan 

merupakan kompetensi peradilan umum. Dalam perspektif administratif 

sengketa pertanahan atau perkara pertanahan termasuk dalam kompetensi 

peradilan tata usaha negara, maka peradilan tata usaha negara yang berwenang 

mengadilinya.Dalam perspektif pidana pertanahan, Polisi mempunyai tugas 

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkaranya 

dilimpahkan kepengadilan. Dengan demikian polisi merupakan gerbang 

pertama bagi penegakkan hukum dibidang pertanahan. Salah satu perkara 

pidana pertanahan yang sering ditangani oleh pihak kepolisian adalah tindak 

pidana penggelapan hak atas barang atau benda tidak bergerak oleh seseorang 

atau sekelompok orang terhadap barang atau benda milik orang lain. 

 Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman 

semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang 

semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak 

kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) 

                                                             
  3 Wirjono Projodikoro 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Refika 

Aditama, Bandung,  hlm. 80 
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maupun dari segi teknologi.Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi 

berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi 

keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada 

kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian 

yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah 

kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang 

akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat 

menimbulkan kerugianterhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap 

harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.  

 Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta 

kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah 

penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai 

unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam 

KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan 

ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 

376 (penggelapan dalam keluarga).   

 Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan hak atas tanah 

ditingkat kepolisian, pada dasarnya lebih menekankan pada upaya damai antara 

kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga dapat mengembalikan ke 

keadaan yang semula baik bagi pelapor maupun terlapor atau sebagai upaya 

untuk memberikan win win solution bagi kedua belah pihak agar tercapai suatu 

tujuan hukum yaitu keadilan. 
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 Keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata mahal, 

berkepanjangan, melelahkan, dan tidak menyelesaikan masalah, serta yang 

lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme.4Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena 

dirasakan tidak mememuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu 

mencegah dan menanggulangi kejahatan. Memicu sejumlah pemikiran untuk 

melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang 

berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu 

banyak alternatif perubahan yang ditawarkan, salah satunya dalam paham 

abolisionis. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana 

mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatif harus 

dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi 

pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis tersebut masih masuk 

akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada 

lembaga seperti penjara.5Paham abolisionis meminta adanya penghapusan 

hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem pemenjaraan digantikan 

dengan jenis hukuman lainnya.6 

 Tindakan penggelapan sertifikat tanah secara tidak sah merupakan 

perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak 

                                                             
4R. Budi Wicaksosno, 2008, Community Policing dan Restorative Justice Sebagai 

Paradigms Baru dalam Resolusi Konflik, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

DepartemenKriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 47 
5 Romli Atmasasmita, 2006, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensionalisme, 

dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, hlm. 101 
6Syaiful Bahri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media, 

Yogyakarta, , hlm.7 
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pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat 

berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring 

dengan perkembangan zaman. Penggelapan sertifikat tanah yangdapat 

merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk 

kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penggelapan 

tanah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan 

tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.7 

 Sebagaimana penggelapan sertifikat tanah yang terjadi pada berkas 

Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin, menegaskan jika 

objek penggelapan sertifikat tanah. Kronologi kasus yaitu bermula Pada 

Tanggal 15 januari Tahun 2015 di Rt 01 Dusun 1 Desa Mainan Kec. Sumbawa 

Kab Banyuasin telah terjadi tindak pidana pengelapan pasal  372 KUHP yang 

dilakukan oleh terlapor ALFIAN  (mantan RT) dengan cara, pada saat 

pembagian sertifikat Hak milik di Rt 01 Dusun 1 Desa Mainan Kec. Sumbawa 

Kabupaten Banyuasin sekitar tanggal 15 januari Tahun 2015 Korban Evi 

Lestari dan kawan-kawan tidak menerima Sertifikat tersebut dengan alasan 

kurang Adminitrasi  yang  dinyatakan oleh terlapor Alfian  (mantan RT) dan 

sampai saat ini korban dan kawan-kawan  tidak menerima Sertifikat tersebut 

dan mengalami  krugian sekitar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) akibat 

kejadian korban melaporkan ke Polres Banyuasin. Atas perbuatanya Alfian 

                                                             
7M. Sudrajat Bassar, 2014, Tindak-tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya., 

Bandung, hlm. 13. 
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didakwa dengan Pasal 372 KUHPidana dengan pidana penjara 10 bulan 

penjara8. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

masalah tindak pidana penggelapan sertifikat tanah. Sehubungan dengan hal 

tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran 

melalui penulisan  tesis dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK 

PIDANA PENGGELAPAN  SERTIFIKAT  TANAH (Studi Perkara 

Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)”  

B. Permasalahan 

 Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis 

mengidentifikasikan maslah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan  sertifikat  tanah 

(Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penggelapan  sertifikat  tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-

264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin)? 

 

C. Ruang Lingkup Pembahasan 

          Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan 

pada penegakan hukum tindak pidana penggelapan  sertifikat  tanah (Studi 

Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) dan faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan  

                                                             
8 Berkas Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin, 2018.  
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sertifikat tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. 

Banyuasin) 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

               Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan  sertifikat 

tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin). 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap 

tindak pidana penggelapan sertifikat  tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-

264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin). 

 

E. Kerangka Teoritis  dan Konsepsional 

1. Kerangka Teoritis 

a. Teori Penegakan Hukum  

 Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan 

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law 

enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat 

makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses 

pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.9 

                                                             
9Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008,Strategi Pencegahan Dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87 
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 Teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein  dikutip Hans 

Kelsen mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu 

proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan 

penegakan kebijakan melalui beberapa tahap 10 

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total 

ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi 

secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup 

aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi 

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat 

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang 

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.  

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum 

pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no 

enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum 

diharapkan penegakan hukum secara maksimal. 

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement 

ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya 

keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya 

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu 

proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana 

menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal 

law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural 

berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga 

penasehat hukum.  

 

Sehubungan dengan persoalan di atas Sudikno Mertokusumo 

mengatakan, bahwa: “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai, 

                                                             
 10 Hans Kelsen, 2011,Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj.Muttaqien, Raisul. 

Nusa Media, Bandung, hlm. 89. 
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tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus 

ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.11 Selanjutnya menurut Sudikno 

dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:12 

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana 

hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh 

menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh 

hukum harus ditegakkan (fiat justitia et pereat mundus). Hukum 

harus dapat menciptakan kepastian hukum, karena hukum 

bertujuan untuk ketertiban masyarakat.  

2. Kemanfaatan (zweekmassigkeit), karena hukum untuk manusia 

maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi 

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru 

karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan 

masyarakat; 

3. Keadilan (gerechtigheit), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau 

penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan 

berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan, tetapi 

hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat 

subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut menurut 

Soekanto13 adalah :  

a. Faktor hukum itu sendiri,  

b. Faktor penegak hukum,   

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,   

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, menurut Soerjono Soekanto 

14secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

                                                             
11Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 

160-161. 
12Ibid, hlm.163 
13Soerjono Soekanto, 2012,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (PT. 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5. 
14Ibid, hlm. 3. 
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menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang 

mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa 

setidaknya ada beberapa masalah yang berasal dari Undang-undang yang bisa 

menimbulkan gangguan terhadap penegakkan hukum, yaitu tidak diikutinya 

asas-asas berlakunya Undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang 

digunakan untuk menerapkan Undang-undang yang dapat menimbulkan salah 

tafsir dan kesimpangsiuran penerapannya.  

Di samping itu Soerjono Soekanto berpendapat mengenai penegakan 

hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan 

mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.15Penegakan 

hukum menurut A. Hamid S. A. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto 

Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang 

berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa 

(ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan 

menyimpangi (derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno 

mengatakan, bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau 

sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

                                                             
15Soerjono Soekanto, 2008, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hlm. 3  
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kehidupan bangsa, maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan 

tidak dapat dicegah.16 

 

b. Teori Pemidanaan 

  Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan 

masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri 

yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. 

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang 

tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif 

(utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori 

perlindungan sosial (social defence).  

  Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang 

hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana17Beberapa teori yang berkaitan 

dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut : 

a. Teori Absolut / Retribusi 

  Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang 

pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh 

Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu 

tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada 

                                                             
16A. Hamid S. A. Attamimi dalam Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan 

Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42. 
17Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. 

Rafika Aditama, Bandung,  hlm 22. 
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pendapat Imamanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai 

berikut : 

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri 

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena 

orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.18 

 

 Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan 

pendapat sebagai berikut : 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 

yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara 

mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan 

manfaat penjatuhan pidana”.19 

 Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku 

kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk 

menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya. 

b. Teori Tujuan / Relatif 

  Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan 

menjadi dua istilah, yaitu : 

a) Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus 

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi 

khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki 

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, 

sesuai dengan harkat dan martabatnya. 

b) Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum 

                                                             
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. 

Bandung., hlm.44 
13 Samosir, Djisman, 2010, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia. Bina Cipta. Bandung, hlm.32 
19 Ibid, hlm.33 
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Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. 

Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya 

dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan 

yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah 

laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak  melakukuan 

tindak pidana. 

  Sehubungan hal di atas, Van Veenberpendapat bahwa prevensi 

general mempunya tiga fungsi,20yaitu menegakan kewibawaan, menegakan 

norma, dan membentuk norma. 

c. Teori Gabungan 

  Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori 

gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga 

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban 

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan 

yang adil.21 Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit 

Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan 

sebagai asas dari pidanabahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu 

pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara 

lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’22 

  Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu : 

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi 

sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan 

dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa 

pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciriciri tersendiri dari 

sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi 

                                                             
 20 Ibid, hlm 25 

 21 Samosir, Djisman, 2012, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia. Bina Cipta. Bandung, hlm.44 

 22 Ibid, hlm.33 
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tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan 

pemenuhan kaidahkaidah yang berguna bagi kepentingan 

umum. 

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib 

masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi 

tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. 

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan 

pertahanan tata tertib masyarakat.23 

 Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana 

hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana 

yaitu : 

a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, 

suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup 

bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. 

b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus 

merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi 

atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.24 

 

 Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan 

pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga 

mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa 

pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta 

sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima 

kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnyalah tujuan pidana 

adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan 

Pancasila. 

                                                             
23 Andi Hamzah., 2012, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi  ke 

Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta, hlm.12 
24 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. 

Alumni. Bandung, hlm.24 
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2. Kerangka Konseptual 

 Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang 

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun 

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan 

memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya 

dari perundang-undangan. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk 

mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih 

terfokus.  

a. Tindak   pidana   adalah   perbuatan   melakukan   atau   tidak   melakukan   

sesuatu   yang  memiliki   unsur   kesalahan   sebagai   perbuatan   yang  

dilarang  dan   diancam   dengan pidana,   di   mana   penjatuhan   pidana   

terhadap   pelaku   adalah   demi   terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.25 

b. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan suatu benda berada 

dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu 

perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan 

barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk 

menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri 

secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 

“pengelapan”.26 

                                                             
25 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  

hlm. 49.  

 26 Tongat., 2006,  Hukum Pidana Materiil. UMM Press, Malang, hlm. 60 
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c. Sertifikat tanah adalahsurat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

 Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan metode empiris. 

Metode empiris adalah adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan 

sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam 

masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di 

lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.27. 

Dengan metode empiris bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-

pengertian teoritis yang dapat dikemukakan peneliti, namun hanya pokok-

pokok pengertian yang telah diketahuinya, yang belum mendalam, 

dikarenakan si peneliti masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori 

tersebut. Yang penting dalam metode empiris adalah apa yang dialami dan 

didapat datanya oleh peneliti di lapangan. Penelitian dengan pendekatan 

empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum 

nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit 

(jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam 

                                                             
27 Jhony Ibrahim,  2006, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu 

Media, Malang, hlm. 57. 
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kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum 

itu dalam kehidupan masyarakat. 

 

2. Data dan Sumber Data 

 Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, 

dimana adapun yang dimaksud dengan : 

a. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber 

informasi yaitu Polres Bangyuasin yang menangani kasus tersebut.  

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan  melalui 

literatur atau studi kepustakaan,berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, surat kabar, 

majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan 

masalah yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh 

dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka. Seperti data yang diperolah dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain 

sebagainya.28 Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa: 

a. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu atas kejahatannya, para 

pelaku terancam Pasal 372 KUH Pidana. 

 

                                                             
 28Zainuddin Ali, 2014, MetodologiPenelitianHukum,Sinar Grafika, Jakarta,  hlm.42 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, 

proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan 

dengan penggelapan 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari 

penelitian lapangan. Data-data tersebut ialah: 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

  Data penelitian lapangan mempelajari kasus terhadap tindak pidana 

penggelapan dan wawancara dengan instansi-instansi terkait maupun 

korban tentang masalah penggelapan sertifikat tanah yang terjadi serta 

penerapan hukumnya. 

1) Observasi,  yaitu mengumpulkan data dengan  cara pengamatan  

langsung dengan objek penelitian.  

2) Wawancara (interview) langsung kepada penyidik di Polres Banyuasin 

yang menangani kasus tersebut. 

b.   Studi kepustakaan (Library Resesarch) 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data 

dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 372 Kitab Undang-
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Undan Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan maupun literatur yang 

berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh 

penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan 

pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat. 

 

4. Teknik Pengolahan Data  

 Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi29:  

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini.  

b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder  

maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk 

mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti.  

c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

 

                                                             
29 Bambang Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 27-28 
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d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub 

pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang     

lingkup dan tujuan, kerangka teoritis dan konseptual, metode  

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang  1) tinjauan umum tindak pidana;, 

2) pemidanaan; 3) tinjauan umum penegakan hukum, 4) sistem 

peradilan pidana di indonesia; 5) tindak pidana penggelapan, 5) 

sertifikat tanah 

BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum tindak 

pidana penggelapan  sertifikat  tanah (Studi Perkara Nomor: 

LP/B-264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin); 2) faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum terhadaptindak pidana 

penggelapan  sertifikat  tanah (Studi Perkara Nomor: LP/B-

264/XII/2017/Sumsel/Res. Banyuasin) 
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BAB  IV  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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